Menimbang :

Mengingat

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

10.

11

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, perlu menetagkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah  Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
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(3) Satlak PTSP Kecamatan menyusun dan menyampaikan Iaporaﬁ
berkala tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan/atau sewaktu-
waktu kepada Kepala KPTSP dan kepada Camat.

(4) Satlak PTSP Kelurahan menyusun dan menyampaikan laporan berkala
' tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu
kepada Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan dan kepada Lurah.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), antara lain meliputi
laporan :

kepegawaian;

keuangan;

kinerja; -

akuntabilitas;

kegiatan; dan

hasil koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis.

"o Qe T

Pasal 63

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, BPTSP mengembangkan
sistem pengendalian internal.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 64

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
pada BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP
Kelurahan merupakan kewenangan lembaga negara yang berwenang -
melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 65

Pengawasan penyelenggaraan PTSP oleh BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP
Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dilaksanakan oleh : '

a. lembaga negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan
keuangan negara/daerah; '

b. lembaga negara yang berwenang melaksanakan pengawasan
pelayanan publik; dan

c. aparat pengawas intern pemerintah.
Pasal 66

Dalam rangka mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
serta pengelolaan sumber daya BPTSP wajib menerapkan :

a. sistem informasi manajemen secara online; dan

b. sistem pengendalian internal.



Diundangkan di Jakarta
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a.

e.

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Gubernur Nomor 223 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2013;

Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; dan

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKO WIDODO

pada tanggal 25 April 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2014 NOMOR 62018

Sallnan sesuai dengan aslinya
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